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LESSONS LEARNED DARI PANDEMI

Pentingnya pendekatan pembangunan
ekonomi yang tidak hanya mengejar
pertumbuhan ekonomi semata, tetapi
memperhatikan kualitas dan 
keberlangsungan pertumbuhan, 
termasuk ketahanan terhadap krisis,, baik
krisis ekonomi, keuangan, LINGKUNGAN, 
Kesehatan dan lain-lain



Mamalia kecil yang cantik
(Yustian et.al., 2019)

Tarsius merupakan primata nokturnal berukuran kecil yang dapat 
mencengkram dan melakukan lompatan vertikal, bersifat karnivora 
serta secara anatomi dan ekologi berbeda dengan primata lainnya. 

Tarsius justru memiliki fovea centralis yang pada umumnya dimiliki 
primata diurnal. panjang tubuhnya berkisar antara 8,5-16 cm dan 
panjang ekor dapat melebihi panjang tubuh, bobot tarsius dewasa 
sekitar 80-165 gram, mata berukuran sangat besar dengan diameter 
mencapai 16 mm,  memiliki telinga tipis bermembran dan hampir tak 
berambut. 

Tarsius memiliki kuku yang memanjang menyerupai cakar yang 
sering digunakan untuk grooming. Tarsius dapat memutar kepalanya 
mendekati 360o, membuat Tarsius memiliki penglihatan yang luas. 

Tarsius bancanus di dataran sunda mulai dari Borneo, Sumatera 
bagian selatan, BangkaBelitung (digolongkan sebagai subspesies 
Endangered), Kepulauan Karimata, Pulau Natuna Selatan, dan 
beberapa pulau di sekitarnya 



Jenis ikan kekayaan hayati



Indahnya anugerah Allah SWT  (TN Sembilang Sumsel). 
M.Iqbal, et al.



Permasalahan utama di 
Indonesia

1. Kerusakan ekosistem hutan

2. Kerusakan ekosistem perairan :                
sungai, rawa, laut

3. Pencemaran udara, global warming

4. Banjir

5. Sampah

6. Langkanya air bersih

7. ……











Definisi dan Prinsip 
Dasar Pembangunan 
Rendah Karbon (PRK)
Pembangunan Rendah Karbon (PRK) adalah 

sebuah paradigma pembangunan baru yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial 

melalui kegiatan pembangunan beremisi GRK 

rendah dan optimalisasi eksploitasi SDA.

Kesejahteraan Sosial

PRK

Pertumbuhan Ekonomi

Rendah Emisi GRK

AKSI DAMPAK

Feedback

Prinsip dasar Perencanaan PRK mencangkup:

1. Penerapan Evidence-based Policies

2. Keikutsertaan carrying capacity (termasuk Emisi 
GRK) sebagai komponen penting dalam 
penyusunan perencanaan dan target nasional

3. Analisa trade-off menyeimbangkan tujuan 
pembangunan ekonomi dan sosial dengan tujuan 
pengelolaan lingkungan

4. Implementasi prinsip Holistic, Integrated, Thematic, 
Spatial

5. Inklusifitas dalam penyusunan perencanaan dengan 
stakeholders terkait



Indikator Terukur di dalam
Rencana Pembangunan Rendah Karbon

• Intensitas Emisi/ Karbon adalah jumlah emisi

GRK per satuan output ekonomi, yang biasanya

di ukur melalui PDB di tingkat nasional

• Intensitas energy adalah jumlah konsumsi

energi per unit PDB

• Fuel mix adalah kandungan karbon dari

konsumsi energy di suatu negara

Intensitas Emisi/Karbon
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• Activity data adalah besaran kegiatan pembangunan

yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi

di satu wilayah dalam waktu tertentu. 

Misalnya: Penanaman pohon 1 juta ha/tahun.

• Emission factor adalah rata-rata emisi GRK untuk

suatu sumber emisi relative terhadap unit kegiatan

pada sumber emisi yang sama. 

Misalnya: Faktor Emisi Hutan Lahan

Kering Primer adalah 132,99 C ton/ha
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Tahapan Penyusunan PRK Nasional & Daerah

Memperkenalkan alat perencanaan

dinamika sistem yang memungkinkan

analisa trade-off sosial, lingkungan dan 

ekonomi dalam berbagai skenario

pembangunan. Selanjutnya, hasil model 

ini terintgrasi dalam RPJMN 2020-2024

Model Berbasis Spasial

(Spatial Dynamics)

Model Berbasis Non-Spasial

(System Dynamics)

Komponen 1

Memperkuat

Kebijakan PRK

Komponen 2

Pemantauan, Evaluasi

dan Pelaporan

Komponen 3

Mekanisme Pembiayaan

untuk Pelaku Usaha 

Komponen 4

Penguatan

Komunikasi

Komponen 5

Pendekatan Regional 

(dengan MoU)

Meningkatkan Pemantauan, 

Evaluasi dan Pelaporan nasional

terkait Pembangunan rendah

karbon serta platform terintegrasi

untuk memantau monitor LCDI 

fase 1 yang melibatkan

pemerintah dan NSA

Melaksanakan pilot 

project mekanisme

pembiayaan yang inovatif

untuk pelaku usaha dalam

lingkung pembanguna

rendah karbon

Meningkatkan

kesadaran

pentingnya

pembangunan

berkelanjutan

Mereplikasi

penerapan PPRK di 

level nasional pada 

level perencanaan

daerah

1. Kebijakan sectoral & 

Peningkatan kapasitas

2. Meningkatkan kapasitas

kewajiban pelaporan

Internasional

3. Meningkatkan model 

PRK & kebijkan

FASE 1

FASE 2



Inklusi dan Penguatan PPRK di Daerah

Penyusunan Rencana Kerja 
Pembangunan Rendah Karbon 
Daerah (RPRKD)

Peningkatan Sistem Pemantauan, 
Evaluasi & Pelaporan (PEP) 
Rencana Pembangunan Rendah 
Karbon Daerah (RPRKD)

Integrasi Kebijakan RPRKD 
ke dalam Revisi RPJMD 

Komunikasi dan Sosialisasi 
Pembangunan Rendah Karbon

2

3 Persiapan dan Implementasi 
Pembangunan Rendah Karbon 
dengan Dukungan 
BUMD/Swasta/ Donor

5

4

1

Komponen MoU

2

1

4

3

5

6

7

1. Sulawesi Selatan

2. Jawa Tengah

3. Jawa Barat

4. Papua Barat

5. Papua

6. Bali

7. Riau

Inisiatif Pemerintah Daerah

Provinsi yang telah 

menandatangani 

MOU PPRK:



Budget Tagging

Mekanisme Pemantauan PRK Nasional & Daerah
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MENUJU PEREKONOMIAN INDONESIA YANG KUAT, 
ADIL DAN RENDAH KARBON



Reel ?

1. Mempercepat transisi menuju sumber
energi terbarukan dan menjauh dari
batubara. Secara khusus menaikkan porsi
bauran energi terbarukan menjadi 30% 
pada 2045

2. Meningkatkan efisisensi energi . Secara
khusus, intensitas energi (ratio permintaan
energi dengan PDB) DITURUNKAN  menjadi
rata-rata 3,5% per tahun hingga 2045

3. Pelaksanaan menyeluruh MORATORIUM 
ijin kehutanan, sawit, tambang, dan lahan
gambut. Hutan primer, lahan gambut dan 
mangrove dapat meningkatkan ketahanan
terhadap perubahan iklim, mendukung
keanekaragaman hayati, dan menyerap
emisi karbon.



4. Meningkatkan target reforestasi menjadi
lebih dari tiga kali lipat, mencapai lebih dari
1 juta hektar per tahun pada 2024.

5. Meningkatkan komitmen untuk
mencapai target terkait air, perikanan, dan 
keanekaragaman hayati, sebagaimana
ditetapkan oleh Target AICHII, Protokol
Nagoya, Konvensi Kenekaragaman Hayati, 
IBSAP 2015-2020.

6. Meningkatkan produktivitas lahan
sebesar 4% per tahun, sehingga mendorong
petani Indonesia untuk menanam lebih
banyak pangan untuk lebih banyak
penduduk, dengan sumberdaya dan lahan
yang lebih sedikit.



Tindakan Pemerintah
1. Perhutanan Sosial : “Hutan Desa”, Kelola Kawasan, 

Kelola Usaha, Kelola Kelembagaan dan Kelola SDM 
dirumuskan melalui PCP (Desa Merancar Julu, Tapsel, 
CI, 2016); KPHD Sungai Duo Desa Jangkat, KPHD Koto 
Malelo Sungai Seluang Desa Beringin Tinggi- Sumut?). 

2. Kawasan Industri Hijau: Cleaner Production di Jawa,  
Food Estate Development di lahan gambut: Kalteng (?)

3. Multiusaha : Memanfaatkan hasil hutan non kayu, 
membangun wisata alam: multiusahapada aereal kerja
IUPHH.HA Kab. Berau HutaBarat- Kaltim

4. Landfill mining “ TPA Bantar Gebang” ;  Pelarangan
penggunanan kantong plastik

5. Sistem Informasi Kebakaran Hutan (SIPAKAR HUTAN 
Sumsel). https://s.id/sipakarhutan_apk

6. Pengelolaan transportasi yang ramah lingkungan: 
penggunaan energi terbarukan (fuel cell)

7. Pengelolaan limbah cair : pemanfaatan alga sebagai
adsorben logam berat



8. Kebijakan pemantauan emisi: e-reporting 
dan e-monitoring emisi industri (SIMPEL 
dan SISPEK); Edaran Dirjen PPKL No. 
S.101/PPKL/SET/SE.1/4/2020 

9. Konservasi sumberdaya air: Pemanenan
air hujan

10. Transportasi: penggunaan bahan bakar
ramah lingkungan, penguatan trasportasi
umum…..

12. …….



Terima kasih


